PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2002
TENTANG
HUTAN KOTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
bahwa untuk meaksanakan ketentuan Pasd 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999
tentang K ehutanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota;

Mengingat:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

Pasd 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagamana telah diubah dengan
Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2034);

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konsarvas Sumber Daya Alam Hayati
dan Ekosstemnya (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan  Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3469);

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesshan United Nations
Framework Convention on Climate Change (Konvens Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa-Bangsa mengena  Perubahan 1klim) (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3699);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintéhan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3888);

Peraturan Pemerinteh Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewgiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dadam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3660);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasona (Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3721);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Proping sebaga Daerah  Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penydenggaraan Pemerintahan Dagrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan
Rencana Pengdolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesa Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4206);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisas (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4207);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HUTAN KOTA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasa 1

Daam Perauran Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1. Huten addah suatu kesatuan ekosstem berupa hamparan lahan beris sumber daya
dam hayai yang didominas pepohonan ddam persskutuan dam  lingkungannya,
yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Hutan kota addah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohonpohon yang
kompak dan rapat di ddam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah
hak, yang ditetapkan sebaga hutan kota oleh pgabat yang berwenang.

3. Wilayah perkotaan merupakan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu

wilayah pengembangan dan aau wilayah nasond sebaga smpul jasa aau suatu

bentuk ciri kehidupan kota.

K ota adalah wilayah perkotaan yang berstatus daerah otonom.

Tanah negara adaah tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.

Tanah hak adalah tanah yang dibebani hak atas tanah.

Tata ruang addah wujud srukturd dan pola pemanfaatan ruang bak direncanakan

maupun tidak.

8. Rencanatataruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Masyarakat addah orang seorang, kelompok orang,

10. Termasuk masyarakat hukum adat atau Badan Hukum.

11. Pemerintah Pusat, sdanjutnya disebut Pemerintah, adadah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesiayang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.

12. Pemerintah Daerah addah Kepaa Daerah beserta perangkat Dagrah Otonom yang
lain sebagal Badan Eksekutif Daerah.

13. Peraturan Daerah addah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau Peraturan Daerah
Proving untuk wilayah Daerah Khusus Ibukota Jekarta

14. Menteri addah Menteri yang disrahi tugas dan bertanggung jawab di  bidang
kehutanan.

No ok

Bagian Kedua
Tujuan dan Fungd

Pasal 2
Tujuan penydenggaraan hutan kota addah untuk keledtarian, keserasan dan
kesaimbangan ekosistem perkotaan yang meiputi unsur lingkungan, sosd dan budaya

Pesal 3
Fungs hutan kota adaah untuk:
memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan nila estetika;
meresapkan air;
menciptakan keseimbangan dan keserasan lingkungan fisk kota; dan
mendukung pel estarian keanekaragaman hayati Indonesia
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BAB Il
PENY ELENGGARAAN HUTAN KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4
(1) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 3, di setigp wilayah perkotaan
ditetapkan kawasan tertentu dalam rangka penyel enggaraan hutan kota.
(2) Penydenggaraan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
a. penunjukan;

b. pembangunan;
C. penetapan; dan
d. pengeolaan.
Bagian Kedua
Penunjukan
Pasa 5

(1) Penunjukan hutan kota terdiri dari :
a. penunjukan lokas hutan kota; dan
b. penunjukan luas hutan kota

(2) Penunjukan lokas dan luas hutan kota dilakukan oleh Walikota atau Bupati
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Perkotaan.

(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jekarta, penunjukan lokas dan luas hutan kota
dilakukan olen Gubernur Proving Dagrah Khusus Ibukota Jekarta berdasarkan
Rencana Tata Ruang Wilayah Proving Daerah Khusus Ibukota Jekarta.

Pasa 6
Lokas hutan kota sebagamana dimeksud ddam Pasa 5 merupakan bagian dari Ruang
Terbuka Hijau (RTH) Wilayah Perkotaan.

Pasa 7
(1) Lokas yang ditunjuk sebagai hutan kota sebagaimana dimaksud ddam Pasd 5 dan
Pasal 6 dapat berada pada tanah negara atau tanah hak.
(2) Terhadap tanah hak yang ditunjuk sebaga lokas hutan kota diberikan kompensas
sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8
(1) Penunjukan lokas dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud daam Pasd 5 dan
Pasal 6 didasarkan pada pertimbangan sebagal berikut :
a. luasswilayah;
b. jumlah penduduk;
c. tingkat pencemaran; dan
d. kondig fisk kota
(2) Luas hutan kota ddam sau hamparan yang kompak paling sedikit 0,25 (dua puluh
lima per seratus) hektar.
(3) Parsentase  luas hutan kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari wilayah
perkotaan dan atau disesuakan dengan kondis setempat.

Pasa 9
(1) Pedoman, kriteria dan standar penunjukan hutan kota diatur olen Menteri.
(2) Taa cara penunjukan lokas dan luas hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5, Pasal 6, Pasd 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga
Pembangunan



Paragraf 1
Umum

Pasa 10
(1) Pembangunan hutan kota dilakukan berdasarkan penunjukan lokas dan luas hutan
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 5.
(2) Pembangunan hutan kota sebagaimana dimeksud ddam aya (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupatern/K ota.
(3) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jekarta, pembangunan hutan kota dilaksanakan oleh
Pemerintah Proving Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11
Pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mdiputi kegiatan :
a. perencanaan; dan
b. pelaksanaan.

Paragraf 2
Perencanaan

Pasal 12

(1) Rencana pembangunan hutan kota sebaga haesl dari perenca-naan sebagaimana
dimeksud ddam Pasd 11 huruf a merupakan bagian dari Rencana Taa Ruang
Wilayah Perkotaan.

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jekarta, rencana pembangunan hutan kota
sebagamana dimaksud daam ayat (1) merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang
Wilayah Proving Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(3) Rencana pembangunan hutan kota sebagaimana dimaksud daam ayat (1) dan ayat (2)
disusun berdasarkan kgian dari aspek teknis, ekologis, ekonomis, soda dan budaya
setempat.

Pasal 13
Rencana pembangunan hutan kota sebagamana dimaksud ddam Pasd 12 memuat
rencana teknis tentang tipe dan bentuk hutan kota.

Pasal 14
(1) Penentuan tipe hutan kota sebagaimana dimaksud ddam Pasal 13 sesua dengan
fungs yang ditetgpkan ddam Rencana Taa Ruang Wilayah Perkotaan atau Rencana
Tata Ruang Wilayah Proving Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
(2) Tipe hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. tipe kawasan permukiman;
b. tipe kawasan indugtri;
c. tiperekress;
d. tipe pelestarian plasmanutfah;
e. tipe perlindungan; dan
f. tipe pengamanan.

Pasal 15
(1) Penentuan bentuk hutan kota sebagamana dimaksud daam Pasd 13  disesuaikan
dengan karakteristik lahan.
(2) Bentuk hutan kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. jaur
b. mengdompok; dan
C. menyebar.



Paragraf 3
Pel aksanaan

Pasal 16

(1) Pelaksanaan pembangunan hutan kota didasarkan pada rencana pembangunan hutan
kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(2) Pdaksanaan pembangunan hutan kota sebagamana dimeksud ddam aya (1)
dilaksanakan meldui tahgpan kegiatan:

penataan ared;

penanaman;

pemdiharaan; dan

pembangunan spil teknis.

ocpoo

Pasal 17
(1) Pedoman, kriteria dan standar pembangunan hutan kota diatur oleh Menteri.
(2) Tatacara pembangunan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat
Penetapan

Pasal 18
Berdasarkan hasl pdaksanaan pembangunan hutan kota sebaga-mana dimaksud ddam
Pasa 16 ditetapkan hutan kota dengan Peraturan Daerah.

Pasal 19

(1) Tanah hak yang karena keberadaannya, dapat dimintakan penetapannya sebagai hutan
kota oleh pemegang hak tanpa pel epasan hak atas tanah.

(2) Pemegang hak memperoleh insentif atas tanah hak yang ditetgp-kan sebaga hutan
kota.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud daam ayat (2) diatur dengan Peraturan
Daerah.

(4) Tanah hak sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) ditetapkan sebaga hutan kota untuk
jangka waktu paling sedikit 15 (lima belas) tahun.

(5) Penetapan tanah hak sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dapat dilakukan tanpa
meldui proses penunjukan dan pembangunan.

(6) Tanah hak yang dimintakan penetgpannya sebagal hutan kota sebagaimana dimaksud
daam ayat (1), harus memenuhi kriteria sebagal berikut:

a teletak di wilayah perkotaan dari suatu Kabupaten/Kota atau proving untuk
Daerah Khusus | bukota Jakarta;

b. merupakan ruang terbuka hijau yang didominas pepohonan;

c. mempunya luas yang pding sedikit 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar dan
mampu membentuk atau memperbaiki  iklim  mikro, edetikay dan berfungs
sebagal resapan air.

(7) Penetagpan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagal hutan kota dilakukan dengan
Keputusan Bupati/Walikota.

(8) Untuk Daerah Khusus lbukota Jakarta, penetapan dan perubahan peruntukan tanah
hak sebaga hutan kota dilakukan dengan keputusan Gubernur Proving Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

(9) Penetgpan dan perubahan peruntukan tanah hak sebagaimana dimaksud daam ayat
(7) dilakukan berdasarkan permohonan dari pemegang hak.

Pasal 20
(1) Perubahan peruntukan hutan kota yang berada pada tanah negara disesuaikan dengan
Rencana Tata Ruang Wilayah Per-kotaan serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jekarta, perubahan peruntukan hutan kota
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) disesuakan dengan Rencana Tata Ruang



Wilayah Proving Daerah Khusus Ibukota Jekarta serta ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada hasl
pendlitian terpadu.

Bagian Kdima
Pengelolaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 21
(1) Pengdolaan hutan kota dilakukan sesuai dengan tipe dan bentuk hutan kota agar
berfungs secara optima berdasarkan penetgpan hutan kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasdl 18.
(2) Pengdolaan hutan kota sebagamana dimeksud ddam aya (1) mdiputi  tahgpan
kegiatan :
a. penyusunan rencana pengelolaan;
b. pemdiharaan;
c. perlindungan dan pengamanan,
d. pemanfaatan; dan
€. pemantauan dan evaluas.

Pasal 22
(1) Pengdolaan hutan kota yang berada pada tanah negara dapat dilakukan oleh :
a  Pemerintah Daerah; dan atau
b. masyarakat.
(2) Pengdolaan hutan kota yang berada pada tanah hak dilakukan oleh pemegang hak.
(3) Pengdolaan hutan kota sebagaimana dimaksud ddam ayat (2) dapat dilakukan oleh
masyarakat bukan pemegang hak atau Pemerintah Daerah medui perjanjian dengan

pemegang hak.

Paragraf 2
Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 23
Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 21 ayat (2) huruf a
disusun berdasarkan pringp-pringp pengelolaan yang meliputi :
penetapan tujuan pengdolaan;
penetapan program jangka pendek dan jangka panjang;
penetapan kegiatan dan kelembagaan; dan
penetgpan sstem monitoring dan evauas.
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Paragraf 3
Pemdiharaan

Pasal 24
Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dadam Pasd 21 ayat (2) huruf b dilaksanakan dalam
rangka menjaga dan mengoptimakan fungs dan manfaat hutan kota mddui optimdises
ruang tumbuh, diversfikas tanaman dan peningkatan kuditas tempat tumbuh.

Paragraf 4
Perlindungan dan Pengamanan

Pasal 25
(1) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagamana dimeksud daam Pasd 21
ayat (2) huruf ¢ bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kondis hutan kota agar
tetgp berfungs secara optimal.



(2) Perlindungan dan pengamanan hutan kota sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
dilakukan mddui ypaya:

pencegahan dan penanggulangan kerusakan lahan;

pencegahan dan penanggulangan pencurian fauna dan florg;

pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan

pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit.
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Pasa 26
(1) Setigp orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan dan atau
penurunan fungs  hutan kota.
(2) Setigp orang dilarang :
a  membakar hutan kota;
b. merambah hutan kota;
Cc. menebang, memotong, mengambil, dan memusnahkan tanaman  ddam hutan
kota, tanpaizin dari pgabat yang berwenang;
d. membuang bendabenda yang dapat mengakibatkan  kebakaran  aau
membahayakan kelangsungan fungs hutan kota; dan
e.  mengerjakan, menggunakan, atau menduduki hutan kota secaratidak sah.

Paragraf 5
Pemanfaatan

Pasa 27
(1) Hutan kota dapat dimanfaatkan untuk keperluan :
a. paiwisataaam, rekreas dan atau olah raga;
b. penditian dan pengembangan;
c. pendidikan;
d. peledarian plasmanutfah; dan atau
e. budidayahasl hutan bukan kayu.
(2) Pemanfaatan hutan kota sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dilakukan sepanjang
tidak mengganggu fungs hutan kota sebagaimana dimaksud daam Pasd 3.

Paragraf 6
Pemantauan dan Evduad

Pasal 28
(1) Pemantauan dan evaluas sebagaimana dimeksud daam Pasd 21 ayat (2) huruf e
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengdola mddui  penilaian  kegiatan
penge olaan secara menyed uruh.
(2) Hasll penilaan kegiatan pengeolaan sebagamana dimeksud ddam aya (1)
dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan hutan kota.
(3) Pemantauan dan evaluas dilakukan secara periodik.

Pasal 29
(1) Kriteriadan standar pengelolaan hutan kota diatur dengan Keputusan Menteri.
(2) Pedoman pengelolaan hutan kota diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB Il
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30
(1) Menteri melakukan pembinaan terhadagp penydenggaraan hutan kota yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
(2) Menteri  dapat melimpahkan pembinaan aas penydenggaraan hutan  kota  di
Kabupatern/Kota kepada Gubernur sdlaku wakil pemerintah di daerah sesua dengan
peraturan perundang- undangan.



(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) mdiputi pemberian pedoman,
bimbingan, peatihan, arahan dan supervis.

(4) Pemerintah Dagrah melakukan pembinaan terhadep pengelolaan hutan kota yang
dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 31

(1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan hutan kota yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.

(2) Menteri  dapat  mdimpahkan pengawasan atas penyelenggaraan hutan  kota di
Kabupatern/Kota kepada Gubernur sdlaku wakil pemerintah di daerah sesua dengan
peraturan perundang- undangan.

(3) Gubernur atau Bupati/Wdikota melakukan pengawasan terhadap penyeenggaraan
hutan kota di wilayah kerjanya

(4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dadam ayat (1) dan aya (2
dilakukan bersama-sama masyarakat secara terkoordines dengan ingtans pemerintah
yang terkait.

Pasa 32
Pelaksanaan lebih lanjut tentang pengawasan dilaksanakan sesual dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 33
(1) Pemerintah, Pemerintah Proving, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota mendorong peran
sertamasyarakat dalam penyelenggaraan hutan kota.
(2) Peran sarta masyarakat sebagamana dimaksud daam aya (1) dilakukan sgak
penunjukan, pembangunan, penetapan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.
(3) Ketentuan tentang tata cara peran serta masyaraka diaur lebih lanjut dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 34
(1) Peningkatan peran serta masyarakat dilakukan medui :
a. pendidikan dan pelatihan;
b. penyuluhan;
C. bantuan teknis dan insentif.
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan pemberian bantuan teknis dan  insentif
sebagaimana dimaksud daam ayat (1) huruf ¢ diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 35
(1) Peran serta masyarakat dalam penyeenggaraan hutan kota dapat berbentuk :
penyediaan |lahan untuk penyelenggaraan hutan kota;
penyandang dana dalam rangka penye enggaraan hutan kota;
pemberian masukan daam penentuan lokas hutan kota;
pemberian bantuan daam mengidentifikes berbaga potens ddam masdah
penyeenggaraan hutan kota;
kerjasama ddam penditian dan pengembangan;
pemberian informas, saran, pertimbangan aau pendapat ddam penydenggaraan
hutan kota;
pemanfagtan hutan kota berdasarkan peraturan  perundang-undangan  yang
berlaku;
bantuan pel aksanaan pembangunan;
bantuan keahlian dalam penye enggaraan hutan kota;
bantuan dalam perumusan rencana pembangunan dan pengelolaan;
menjaga, memelihara dan meningkatkan fungs hutan kota
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(2) Tata cara peran sarta masyarekat ddam penydenggaraan hutan kota diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Daerah.

BABV
PEMBIAYAAN

Pasal 36
Biaya penydenggaraan hutan kota berasd dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
atau sumber dana lainnyayang sah.

BAB VI
SANKSI

Pasal 37
Pdanggaran terhadap ketentuan Pasd 26 dikenakan sanks yang diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38
Hutan kota yang teah ditetapkan sebdlum berlakunya Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku dan segera menyesuaikan dengan ketentuan daam Peraturan
Pemerintah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Pada saat mula berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua peraturan perundang-
undangan yang mengatur hutan kota yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah ini, tetgp berlaku sampa dengan dikduarkannya peraturan
pel aksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 40
Peraturan Pemerintah ini mulal berlaku padatanggd  diundangkan.
Agar sdigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggd 12 November 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jekarta

pada tanggd 12 November 2002

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 119



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2002
TENTANG
HUTAN KOTA

UMUM

Pembangunan kota sering dicerminkan oleh adanya perkembangan fisk kota yang lebih
banyak ditentukan oleh sarana dan prasarana yang ada. Pembangunan kota pada masa
ldu sampa skarang cenderung  untuk  meminimakan ruang terbuka hijau  dan
menghilangkan wgah dam. Lahanlahan bertumbuhan banyak didihfungskan menjadi
kawasan perdagangan, kawasan permukiman, kawasan indudtri, jaringan trangportas
(jaan, jembatan, termind) serta sarana dan prasarana kota lainnya.

Keadaan lingkungan perkotaan menjadi berkembang secara ekonomi, namun menurun
secara  ekologi. Padahd  kessimbangan lingkungan perkotaan secara ekologi sama
pentingnya dengan perkembangan nila ekonomi kawasan perkotaan. Kondis demikian
menyebabkan  terganggunya kesaimbangan ekosstem  perkotaan, yang berupa
meningkatnya suhu udara di perkotaan, pencemaran udara (seperti meningkatnya kadar
karbonmonoksida, ozon, karbondioksda, oksda nitrogen, belerang, dan debu),
menurunnya  ar tanah dan permukaan tanah, banjir aau genangan, indrud ar laut,
meningkatnya kandungan logam berat dalam air tanah.

Keadaan tersebut menyebabkan hubungan masyarakat perkotaan dengan lingkungan-nya
menjadi tidak harmonis.

Menyadari Kketidekharmonisan tersebut dan mempertimbangkan  dampak negdtif yang
akan terjadi, maka harus ada usaha-ussha untuk menata dan memperbaiki lingkungan
melaui pembangunan hutan kota.

Untuk memberikan kepastian hukum tentang keberadaan hutan kota, diperlukan
pengaturan tentang hutan kota dalam suatu Peraturan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah tentang Hutan Kota dimaksudkan sebaga pedoman dan arahan
bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan hutan kota

PASAL DEMI PASAL
Pasd 1
Cukup jelas
Pasal 2
Tujuan dari penyelenggaraan hutan kota tersebut dimaksudkan untuk :
a.  menekar/ymengurangi peningkatan suhu udaradi perkotaan;
b. menekan/mengurangi pencemaran udara (kadar karbonmonoksida, ozon,
karbondioksida, oksida nitrogen, belerang dan debu);
c. mencegah terjadinya penurunan air tanah dan permukaan tanah; dan
d. mencegah terjadinya banjir atau genangan, kekeringan, intrug air laut, meningkatnya
kandungan logam berat dalam air.
Pesal 3
Sesua dengan tujuan penyedenggaraan hutan kota, maka penyelenggaraan hutan kota
lebih ditekankan kepada fungsnya yaitu, antara lain, sebaga penyergp karbondioksida
dan penghasil oksigen, penyeragp polutan (logam berat, debu, belerang), peredam
kebisngan, pededarian plasma nutfah, mendukung keanekaragaman flora, fauna dan
kessimbangan ekosstem, penahan angin dan peningkatan keindahan. Dengan demikian,
maka hutan kota dikategorikan sudah terbangun agpabila secara fisk sudah bervegetas
sesua dengan yang direncanakan.
Iklim mikro addah kondis lgpissn amodir yang dekat dengan permukaan tanah atau
sekitar tanaman seperti suhu, kelembaban, tekanan udara, keteduhan dan dinamika energi
radias surya



Nila edetika addah suatu keadaan dimana setigp orang yang oleh karena kondis atau
sesuatu ha dapat merasskan kenyamanan aau menikmai  keindahan, sehingga dapat
menghilangkan rasa kejenuhan.

Pasd 4

Aya (1)

Pengertian wilayah perkotaan dimaksud sama dengan pengertian kawasan perkotaan
sebagaimana dimaksud ddam Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang.

Sdanjutnya, yang dimaksud dengan kawasan tertentu di Sni addah suatu lahan
sebagaimana dimaksud daam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
dan bukan sebagamana dimaksud ddam peraturan perundang-undangan di bidang
penataan ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Wilayah Perkotaan secara adminidratif dgpat berada ddam Wilayah Administras Kota
maupun dalam Wilayah Adminisiras Kabupaten.

Ayat (3)

Oleh karena di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada kabupaten atau kota
yang bersfat otonom, maka penyelenggaraan hutan kota di Dagrah Khusus Ibukota
Jakarta dilakukan oleh Gubernur.

Pesal 6

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) wilayah perkotaan addah ruang di ddam kota aau wilayah
yang lebih luas bak ddam bentuk aed memanjang/jdur atau mengeompok, dimana
penggunaannya lebih bersfat terbuka, beris hijau tanaman aau tumbuh-tumbuhan yang
tumbuh secaradami atau tanaman budi daya.

Ruang terbuka hijau mdiputi ruang-ruang di daam kota yang sudah ditetgpkan ddam
rencana tata ruang wilayah perkotaan.

Pasd 7

Aya (1)

Tanah hak atau hak atas lahan dapat berupa hak milik, hak guna usaha (HGU), hak
pengelolaan, hak pekai, dan hak-hak lannya yang tdah diaur ddam perauran
perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Kompensas addah pemberian ganti rugi atau tanah pengganti kepada pemegang hak atas
tanah meaui musyawarah.

Pasal 8

Aya (1)

Penentuan luas hutan kota daam suatu wilayah perkotaan harus proporsiona didasarkan
luas wilayah, jumlah penduduk, tingkat polus dan kondis fisk kota

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Kondis fisk kota adalah keadaan bentang adam kota berupa bangunan dam di atas tanah
perkotaan termasuk tumbuhan, sungal, danau, rawa, bukit, hutan dan bangunan buatan
sebagal sarana prasarana seperti jalan, gedung-gedung, permukiman, lapangan udara,
lgpangan terbuka hijau, taman dan sgenisnya termasuk lingkungannya

Ayat (2)



Luasan 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar merupakan hamparan terkecil hutan kota
dengan pertimbangan teknis bahwa pohortpohon yang tumbuh dgpat menciptakan iklim
mikro.

Pengertian dari kompak adaah hamparan yang menyatu.

Ayat (3)

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1).

Kondis sstempat yang dimeksud antara lain mdiputi jumlah penduduk atau kondis fisk

kota.

Taman hutan raya, kebun raya, kebun binatang, hutan lindung, arboretum, bumi

perkemahan yang berada di wilayah kota atau kawasan perkotaan dapat diperhitungkan

sebagal luasan kawasan yang berfungs sebagai hutan kota

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Tatacara penunjukan mdiputi inventarises, andiss penditian, kompensas/ gantirugi dan

koordinas.

Pasa 10

Ayat (1)

Pembangunan hutan kota dilaksanakan ddam rangka membentuk fisk hutan agar

berfungs sebagai hutan kota

Aya (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasa 12

Ayat (1)

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasd 4 ayat (1).

Aya (2

Cukup jelas

Aya (3)

Agpek teknis yang dimeksud addah dengan memperhatikan kesgpan lahan, jenis

tanaman, bibit, teknologi.

Lahan yang dimaksud merupakan ruang bebas dari  Sduran Udara Tegangan Tinggi

(SUTT), dan Sduran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET).

Aspek ekologis yang dimaksud addah memperhatikan keserasan hubungan manusa

dengan lingkungan aam kota

Aspek ekonomis yang dimaksud berkaitan dengan biaya dan manfaat yang dihasilkan.

Aspek soda dan budaya setempat yang dimaksud adadah memperhatikan nila dan norma

sosd sertabudaya setempat.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasd 14

Ayat (1)

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasal 4 ayat (1).

Ayat (2)

a. Tipe kawasan permukiman addah hutan kota yang dibangun pada area permukiman,
yang befungs sebaga penghasil oksigen, penyerap karbondioksida, peresap air,
penahan angin, dan peredam kebisngan, berupa jenis komposis tanaman pepohonan
yang tinggi dikombinasikan dengan tanaman perdu dan rerumputan.

Karakteristik pepohonannya:

1. pohonpohon dengan perekaran kuat, ranting tidek mudah patah, daun tidak
mudah gugur.

2. pohon-pohon penghasil bungalbualvbiji yang bernilai ekonomis.



Tipe kawasan indudri addah hutan kota yang dibangun di kawasan industri yang

befungs untuk mengurangi polus udaa dan kebisngan, yang ditimbulkan dari

kegiatan indutri.

Karakterigtik pepohonannya:

pohortpohon berdaun lebar dan rindang, berbulu dan yang mempunya permukaan

kasar/berlekuk, bertguk tebd, tanaman yang menghasilkan bau harum.

Tipe rekrees addah hutan kota yang berfungs sebaga pemenuhan  kebutuhan

rekreas dan keindahan, dengan jenis pepohonan yang indah dan unik.

Karakteristik pepohonannya:

pohontpohon yang indah dan aau penghasil bungalbuah (vector) yang digemari oleh

satwa, seperti burung, kupu-kupu dan sebagainya.

Tipe peedarian plasma nutfah addah hutan kota yang berfungs sebaga peedtari

plasmanutfah, yaitu :

1. sebaga konservas plasma nutfah khususnya vegetas secaraingtu;

2. sebaga habitat khususnya untuk satwayang dilindungi atau yang dikembangkan.

Karateristik pepohonannya:

pohontpohon langka dan atau unggulan setempat.

Tipe perlindungan addah hutan kota yang berfungs untuk :

1. mencegeh aau mengurangi bahaya eros dan  longsor pada daerah dengan
kemiringan cukup tinggi dan sesual karakter tanah;

2. mdindungi daerah pantal dari gempuran ombiak (abras);

3. mdindungi daerah resgpan ar untuk mengatad masdah menipisiya volume ar
tanah dan atau masdah intrug air laut;

Karakterigtik pepohonannya:

1. pohon-pohon yang memiliki daya evapotranspirasi yang rendah.

2. pohon-pohon yang dapat berfungs mengurangi bahaya abras panta  seperti
mangrove dan pohortpohon yang berakar kuat.

Tipe pengamanan addah hutan kota yang berfungs untuk meningkatkan keamanan

pengguna jaan pada jaur kendaraan dengan membuat jaur hijau dengan kombinas

pepohonan dan tanaman perdul.

Karakterigtik pepohonannya:

pohon-pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidek mudah patah, yang

dilgpis dengan perdu yang liat, dilengkgpi jaur pisang-pisangan dan atau tanaman

merambet dari legum secara berlapis-lapis.

Pasal 15

Ayat (1)

Karakterigtik lahan adadah bentuk/ciri bentang lahan yang khas.
Ayat (2)

Hutan kota dengan bentuk :

a

jdur addah hutan kota yang dibangun memanjang antara lain berupa jaur peneduh
jdan raya, jdur hijau di tepi jaan kereta api, sempadan sunga, sempadan panta
dengan memperhaikan zona pengaman fadlitasinddas yang sudah ada, antara lain
ruang bebas SUTT dan SUTET.

mengdompok addah hutan kota yang dibangun ddam satu kesatuan lahan yang
kompak.

menyebar addah hutan kota yang dibangun daam kelompok-kelompok yang dapat
berbentuk jaur dan atau kdlompok yang terpisah dan merupakan satu kesatuan
pengelolaan.

Untuk masing-masing kdlompok balk yang berbentuk jaur atau kelompok yang terpisah
luas minimum 0,25 (dua puluh lima per seratus) hektar tetap diberlakukan pada setigp
kelompok dan bukan merupakan akumulas luas dari kelompok-kelompok yang tersebar
itu meskipun merupakan satu kesatuan pengelolaan.

Pasal 16

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a



Berdasarkan kondis fisk lapangan dilakukan penataan bagiantbagian lahan sesua

dengan persyaratan teknis dan peruntukannya

Huruf b

Kegiagan penanaman dimula sgak persgpan tanaman (pengadaan bibit, gir/bronjong,

penyigpan lubang tanaman) dan peaksanaan penanaman.

Huruf ¢

Pemdiharaan mdiputi kegiatan pemupukan, penyiangan, penyulaman, pemangkasan, dan

penjarangan.

Huruf d

Pembangunan spil teknis dapat berupa terassering, sesual kondis setempat dan sarana

penunjang lainnya.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Aya (2)

Peraturan Daerah memuat antaralain:

a tatacaraperencanaan pembangunan;

b. tatacara pelaksanaan pembangunan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Tanah hak yang dimintaken oleh pemegang hak untuk ditetgpkan sebaga hutan kota

daam pasa ini berbeda dengan penetgpan tanah hak menjadi hutan kota sebagaimana

diatur ddam Pasd 7. Tanah hek yang ditetgpkan menjadi hutan kota ddam pasd ini

karena kesadaran pemegang hak, dapat dimintakan untuk dijadikan hutan kota.

Aya (2)

Insentif dapat berupa:

- ingntif langsung yang antara lain berbentuk subsdi finenga dan aau  natura,
infragtruktur, bimbingan teknis, dan atau

- insentif tak langsung yang berupa kebijakan fiskd.

Ayat (3)

Cukup jelas

Aya (4)

Jangka waktu 15 (lima beas) tahun dimaksudkan untuk adanya jaminan terhadap

pemberian insentif dan manfaat ekonomi  gpabila terjadi perubahan penggunaan atas

tanah.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasd 4 ayat (1).

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

Cukup jelas

Aya (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Y ang dimaksud wilayah perkotaan, lihat penjelasan Pasd 4 ayat (1).

Perubahan peruntukkan hutan kota meliputi perubahan luas, fungg, tipe dan bentuk hutan

kota.



Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Pendlitian terpadu dimaksudkan untuk menjamin objektifitas dan kuditas hasil pendlitian,
maka kegiaan penditian disdenggarekan oleh lembaga pemerintah yang mempunya
kompetens dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan stakeholder/pihak lain
yang terkait.

Pasd 21

Cukup jelas

Pasal 22

Aya (1)

Pengdolaan hutan kota pada tanah negara yang dilakukan oleh masyarakat diberikan oleh
Pemerintah Daerah meadui pemberian hak pengelolaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Aya (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Huruf a

Penetapan tujuan pengelolaan yang dimeksud addah ddam rangka optimdises fungs
hutan kota.

Huruf b

Penetgpan program jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhatikan
lingkungan drategis.

Huruf ¢

Penetepan kegiatan dan kelembagaan dimaksudkan agar kegiatan dapat berjadan dengan
bak, yang mdiputi :

1. penetapan organisas;

2. batas-batas kewenangan pihak terkait.

Huruf d

Sistem monitoring dan evauas dilakukan meaui penetgpan :

1. kriterig;

2. dandar;

3. indikator;

4. da verifikes.

Pasal 24

Optimdisas ruang tumbuh dan diversfikas tanaman antaralain mdiputi kegiatan :

a penyulaman;

b. penjarangan;

C. pemangkasan; dan

d. pengayaan.

Peningkatan kuditas tempat tumbuh antaralain mdiputi kegiatan :

a. pemupukan;

b. penyiangan.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Indikator perubahan dan penurunan fungs hutan kota ditunjukkan oleh penurunan
kondis di sekitar lokas hutan kota, di antaranya suhu udara, sstem tata air, tingkat erog,
kecepatan angin, keutuhan pepohonan, yang mengekibatkan terjadinya penurunan fungs
hutan kota.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas



Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan mengerjekan, menggunakan dan menduduki adaah setigp
kegiatan yang bermaksud untuk mengusahakan, mengubah aau memanfastken ared
hutan kota untuk kepentingan lain.

Pasa 27

Cukup jelas

Pasal 28

Aya (1)

Pemantauan dan evduas dilakukan terhadap tahgpan-tahgpan dan penydesaian kegiaan
berdasarkan rencana dan tata waktu yang tdlah disusun, yang meiputi pemdiharaan,
perlindungan dan pengamanan pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasa 33

Ayat (1)

Pengembangan peran sarta masyarakat ditempuh medaui gerakan peningkatan kesadaran
akan manfaat hutan kota

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Aya (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pedoman pemberian bantuan teknis mdiputi pemilihan lokad, kesesuaian jenis, teknis
rehabilitas dan konserves.

Insentif dapat diberikan ddam bentuk penghargaan yang berupa materi atau pencantuman
nama pemegang hak sebagai nama hutan kota

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasa 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas
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